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ABSTRAK 

Pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan merupakan mekanisme formil 

untuk menentukan terpenuhinya syarat permohonan pernyataan pailit sebagaimana 

diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

Permasalahan timbul ketika utang yang dijadikan dasar permohonan pailit 

bersumber dari perjanjian yang tidak memenuhi syarat suatu sebab yang tidak 

terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis dampak 

perjanjian yang mengandung sebab terlarang terhadap pembuktian sederhana dalam 

perkara kepailitan serta pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 

3/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan doktrinal atau yuridis normatif dengan mengacu pada peraturan 

perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen putusan pengadilan. Data 

yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan 

dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan pendekatan perundang-undangan 

dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian yang tidak 

memenuhi syarat sebab yang tidak terlarang mengakibatkan perjanjian tersebut 

batal demi hukum sehingga tidak melahirkan perikatan yang sah. Konsekuensinya, 

utang yang bersumber dari perjanjian tersebut tidak dapat secara serta-merta 

dijadikan dasar pembuktian sederhana tanpa pengujian lebih lanjut terhadap 

keabsahan hubungan hukumnya. Oleh karena itu, majelis hakim dalam menerapkan 

pembuktian sederhana harus mempertimbangkan aspek keabsahan materiil 

perjanjian guna menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan 

lembaga kepailitan. 
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